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Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020, debitur dapat
mengajukan permohonan relaksasi kredit secara langsung kepada bank yang bersangkutan
dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika debitur menggunakan ketentuan
Undang-Undang K-PKPU, maka debitur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, baik
sesudah adanya permohonan pailit atau sebelum adanya permohonan pailit dari kreditur.
Pengajuan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran Utang di sesuai ketentuan POJK
Nomor 11/POJK.03/2020, syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur adalah bahwa
debitur merupakan pihak yang terdampak dari pendemi covid-19, yang dapat dinilai dari
debitur sendiri, yakni terpapar positif covid-19 atau pun berdasarkan penilaian dari sektor
usaha yang dilakukan debitur yang telah ditetapkan sebagai sektor usaha yang terdampak
covid-19. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur di masa pendemi Covid-19
dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga menimbulkan multitafsir dalam
pelaksanaannya.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penundaan, Pembayaran Utang.
Abstract

Based on the results of the research, postponement of the Payment Obligation according to
POJK Number 11/ POJK.03 /2020, the debtor can apply for credit relaxation directly to the
bank concerned by meeting the predetermined requirements. If the debtor uses the provisions
of the K-PKPU Law, the debtor submits a PKPU application to the court, either after the
bankruptcy application or prior to the creditor's application for bankruptcy. Submitting a
request for a postponement of Debt Payment obligations in accordance with the provisions of
POJK Number 11/ POJK.03 / 2020, the main requirement that must be fulfilled by the debtor
is that the debtor is the party affected by the Covid-19 pandemic, which can be assessed from
the debtor himself, namely being exposed to positive covid -19 or based on an assessment of
the business sector carried out by a debtor who has been determined to be a business sector
affected by Covid-19. Postponement of Debt Payment Obligations by Debtors during the
Covid-19 epidemic in POJK Number 11/POJK.03 / 2020, causing multiple interpretations in
its implementation.

Keywords: Juridical Analysis, Delay, Debt Payment.

I. PENDAHULUAN

Langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya pendemi
Covid-19 adalah dengan melaksanakan kebijakan Social distancing, physical distancing
sampai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Diberlakukannya kebijakan PSBB
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di berbagai daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia telah berdampak pada
melemahnya perekonomian negara. Di mana masyarakat didorong untuk bekerja di rumah
atau dari rumah (work from home), serta lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumabh.

Diberlakukannya PSBB, telah menimbulkan dampak yang begitu besar bagi sektor
lembaga keuangan. Sebab, dengan diberlakukannya PSBB dapat mempengaruhi kemampuan
debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan dan kredit yang sudah
jatuh tempo atau yang seharusnya telah dilunasi kepada pihak bank. Pandemi Covid-19
memberikan potensi peningkatan risiko kredit pada jalur fundamental sektor riil, terutama
sektor UMKM dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-
bank.

Mengatasi dampak pendemi covid-19 terhadap lembaga keuangan, pihak Otoritas Jasa
Keuangan kemudian presiden Jokowi mengeluarkan instruksi tentang relaksasi cicilan kredit
yang kemudian diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut POJK No. 11/POJK. 03/2020). Kebijakan ini
diarahkan sebagai kebijakan yang bersifat countercyclical.

Kebijakan countercyclical merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal
ini berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran
fiskal dan moneter. Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi,
kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan
menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, dengan tujuan untuk terciptanya
stabilitas ekonomi.! Kebijakan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan penetapan
kualitas asset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Menurut Hermansyah, kebijakan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan
dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebelum menempuh jalur hukum. Kebijakan
restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan tiga cara, yang meliputi : penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan dengan cara pentaan kembali
(restructuring).’

Substansi hukum dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tidak secara spesifik
menentukan bagaimana dasar menentukan kemampuan debitur dalam pelaksanaan relaksasi
kredit. Penilaian kemampuan debitur sebagai syarat dilaksanakannya relaksasi kredit
diserahkan sepenuhnya pada penilaian bank maupun lembaga keuangan. Sebagai akibat dari
aturan yang tidak spesifik dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, tentunya akan berdampak
pada ketidakpastian dalam pelaksanaan relaksasi kredit itu sendiri, sehingga dapat
menimbulkan polemik hukum bagi pihak bank atau pun Lembaga Keuangan sebagai kreditur
maupun masyarakat dalam kedudukannya sebagai debitur.

Kenyataan di lapangan menunjukkan telah terjadi distorsi dalam mengimplementasikan
kebijakan relaksasi kredit oleh pihak bank maupun lembaga keuangan. Sebagian masyarakat
mengaku kesulitan dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran atau

!Artikel oleh Aisyah Basandid, Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit, dimuat dalam Kolom Mimbar
Mabhasisa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : https:/news.detik.com, diakses tanggal 12 Maret
2021.

"Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h.

76
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keringanan kredit. Terjadi ketimpangan antar bank, sebagian dari bank memberikan syarat
yang mudah dalam pengajuan keringanan kredit, sebagiannya menetapkan syarat yagn sulit.’

Selain mengacu pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, di Indonesia
sebenarnya telah terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya
disebut Undang-Undang K-PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu
yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam
periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana
perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila
perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.*

Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh
debitur maupun kreditur atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal
diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.
Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka
permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dibedakan
bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-
utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola
sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur.’

Terjadi pendemi covid di Indonesia pada awal akhir tahun 2019 yang lalu dan masih
terjadi sampai saat sekarang ini telah berdampak pada sektor perekonomian, termasuk bagi
kegiatan perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami keterpurukan, sehingga tidak
memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap hutang atau cicilan hutangnya.
Sebagai akibatnya, pada masa pandemi covid 19 telah terjadi peningkatan perkara PKPU di
Indonesia.

Bertolak dari latar belakang di atas, masalah tentang penundaan kewajiban pembayaran
utang di masa pendemi covid 19 cukup menarik untuk diteliti melalui penelitian dengan judul
: “Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di
Masa Pandemi Covid-19”.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.®
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang
didukung dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum
perpustakaan.” Sedangkan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

3Artikel oleh Aisyah Basandid, Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit, dimuat dalam Kolom Mimbar
Mahasisa detikNews, pada Kamis 25 Juni 2020, melalui : https://news.detik.com, diakses tanggal 12 Maret
2021.

“Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit, Bandung : Citra Aditya Bhakti, h. 8

SIbid, h. 12-13

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h.

35.
"Ediwarman, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Medan: Sofmedia, h. 25.
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menganalisis tentang pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitur kepada
para kreditur di masa pendemi Covid-19.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan
fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis
dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.®

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
yaitu pendekatan yang menjadi bahan-bahan hukum utama sebagai dasar analisis dengan
menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, juga
digunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni problma hukum yang dihadapi
oleh debitur dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
kepada para kreditur, dengan menelaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yakni dengan mengadakan
wawancara dengan beberapa narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan (library research) berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan (field
research) dan studi kepustakaan (library reseacrh). Studi lapangan dilakukan dengan
mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten, yaitu pihak —pihak yang
mewakili dari bank, serta masyarakat. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara
studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena
penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum
meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan
hukum tersier.’

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan interpretasi
data, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:'® Penyajian data
merupakan suatu proses (sebagaimana dalam grounded theory), menggambarkan secara
spesifik objek kajian penelitian atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan
dalam sebuah tabel (sebagaimana dalam studi kasus). Kemudian melakukan interpretasi
terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan dengan cara mengajukan berbagai
pertanyaan, sehingga diperoleh esensi dari suatu gagasan-gagasan yang menjawab
permasalahan sebagai tujuan akhir dari penelitian.

8Sugioyono, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.

SAmiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, h. 72.

Y1bid, h. 57.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di
Masa Pendemi Covid-19

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang berdampak secara angsung
ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur UMKM,
akan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni berakibat pada ketidakmampuan debitur untuk
melaksanakan kewajiban pembayaran kredit atau utangnya.

Mengatasi kondisi di atas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi
melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa relaksasi kredit kepada peminjam/debitur yang
usahanya terdampak covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK)
nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/POJK.03/2020, menyebutkan bahwa : “Bank dapat
menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang
terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”), termasuk debitur
usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank yang dimaksud mencakup bank umum konvensional
(“BUK”) termasuk unit usaha syariah (“UUS”), bank umum syariah (“BUS”), bank
perkreditan rakyat (“BPR”), bank pembiayaan rakyat syariah (“BPRS”), yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau pun berdasarkan prinsip syariah.!!

Adapun debitur yang dimaksud adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran
Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain
pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
Contohnya :

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke
Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta travel warning
beberapa negara.

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan
akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain
yang telah terdampak Covid-19.

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena
terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara
lain yang telah terdampak Covid-19.1
Implementasi kebijakan countercyclical dalam mengatasi dampak penyebaran COVID-

19 oleh bank dilakukan dengan dua cara, yaitu : kebijakan penetapan kualitas aset dan
kebijakan restrukturisai kredit dan pembiayaan.'? Kebijakan penetapan kualitas aset memiliki
setidaknya 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Pertama, berupa:

"Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
2019.

12Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
2019.

BLihat, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11
/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
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a. Kredit pada BUK;

b. Pembiayaan pada BUS atau unit usaha syariah UUS; dan/atau

c. Penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS.

Kebijakan tersebut di atas dapat diterapkan agi debitur yang terkena dampak
penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan
plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), dapat didasarkan
pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

Penetapan kualitas aset tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai penilaian kualitas aset. Adapun plafon:

a. kredit pada BUK;

b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau

c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, berlaku baik untuk satu debitur

atau satu proyek yang sama.

2. Kedua, penetapan kualitas aset berupa:

a. kredit pada BPR; dan/atau

b. pembiayaan pada BPRS.

Kebijakan tersebut dapat diterapkan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran

Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling

banyak Rpl10 miliar dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau

bunga atau margin/bagi hasil/ujrah.

Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan, kualitas kredit atau pembiayaan yang
direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau
pembiayaan tersebut dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan
sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur
usaha mikro, kecil, dan menengah, tanpa batasan plafon. Ketentuan restrukturisasi berlaku
untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur
usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk
debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.'*

Selain melakukan restrukturisasi, Bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan
dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran
Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberian dilakukan secara
terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah
diberikan sebelumnya.

Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru:

1. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon
paling banyak Rpl0O miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau
penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat
(1) POJK 11/2020; atau

2. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon
lebih dari Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan
dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.
Sekalipun memberikan keringanan, namun ketentuan telah menetapkan bahwa dalam

menerapkan kebijakan stimulus tersebut, bank tetap perlu memperhatikan penerapan

“Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019.
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manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penerapan manajemen
risiko bank. Selain itu, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena
dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pedoman tersebut paling sedikit memuat:

a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19; dan

b. sektor yang terkena dampak COVID-19.'

Penerapan kebijakan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat
ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan
kapasitas membayar debiturnya. OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam
pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak
terjadi moral hazard. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab atau aji mumpung (freerider). Dengan demikian, penerapan kebijakan ini
diserahkan oleh OJK kepada masing-masing bank.

Restrukturisasi kredit diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan
terdampak akibat Covid-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai
berikut:

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang
diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email yang ditetapkan
oleh bank//easing) tanpa harus datang bertatap muka.

2. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk
yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga,
kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk /easing).

3. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan
pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi
termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui
penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank//easing. Hal ini tentu
memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19. Persetujuan
restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website
bank//easing yang terkait.'®
Kriteria yang dilihat oleh pihak kantor cabang BRI Syariah Banda Aceh, dalam menilai

nasabah peminjam adalah dengan melihat kemauan dan dan kesediaan dari nasabah
peminjam untuk :

1. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur;

2. Melakukan full closure mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur;

3. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi;

4. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi
untuk dibahas dengan kreditur. !’

Selain itikad baik dari nasabah peminjam, dalam melaksanakan restrukturisasi kredit
terkait dengan dampak pendemi Covid-19, pihak bank juga melakukan penilaian atas prospek
usaha nasabah peminjam, dengan melihat kriteria sebagai berikut :

1. Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas (net cash flow) yang positif;

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020
Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019.

19Otoritas Jasa Keungan, Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19, melalui :
https://ojk.go.id/id, diakses pada 17 Maret 2021.

"Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI
Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.
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Dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya;

Tenaga kerja yang dipekerjakan;

Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan;

Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.'®

Setelah semua syarat-syarat dalam proses restrukturisasi kredit dipenuhi, langkah
selanjutnya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan
debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat.
Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan Loan Committee.

2. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo
internal yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib
dilampiri dengan hasil analisa dan riwayat kredit Debitur.

3. Berdasarkan memo internal yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis,
Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.

4. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan
memo Direksi yang telah disetujui.'”

Restrukturisasi kredit/pembiayaan di masa pendemi Covid-19 berdasarkan POJK No.
11/POJK.03/2020, dilaksanakan dengan cara memberikan kelonggaran cicilan bagi nasabah
yang terdampak virus Covid-19. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada
debitur kecil, yaitu untuk sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang
memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan
pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau
program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada
kebijakan work from home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1
(satu) tahun.?

Penundaan kewajiban pembayaran utang, selain melalui mekanisme relaksasi kredit
yang mengacu pada ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020, juga dapat dilakukan dengan
mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan pada Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU
PKPU).

PKPU menurut Pred BG Tumbuan adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan
yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam
perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk
membuat laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapar melunasi kewajibannya.?!

Undang-Undang K-PKPU mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh
oleh Debitur dengan para Krediturnya, baik sebelum Debitur dinyatakan pailit oleh
pengadilan, atau setelah Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebelum Debitur
dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitur dapat mengajukan Rencana Perdamaian

2.
3.
4.
5.

"¥Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro Kantor Cabang BRI Syariah Banda (BSI
Indonesia) Aceh, pada tanggal 13 Maret 2021.

YTahi Berdikasi Sitorus, “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit
Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017
Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank
Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,”, h. 64-65.

200toritas Jasa Keungan, Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak
COVID-19, melalui : https://ojk.go.id/id, diakses pada 17 Maret 2021.

21Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Kepailitan dan Perturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan
Kepailitan, Bandung : CV Nuansa Aulia, h. 38
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(composition plan) kepada para Kreditur yang intinya memuat cara Debitur membayar utang-
utangnya kepada Kreditur.

Upaya perdamaian penyelesaian perkara Kepailitan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang K-PKPU, maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (disingkat PKPU). PKPU merupakan keringanan yang diberikan kepada
debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Dengan adanya keringanan yang diberikan
terhadap debitur berupa relaksasi atau restrukturisasi kredit, diharapkan debitur akan
memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi semua utang-utangnya dalam waktu
yang tidak terlalu lama kepada kreditur.?

Undang-Undang K-PKPU telah memberikan hak bagi setiap debitur yang tidak dapat
atau memperkirakan untuk melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan
dapat ditagih, untuk memohon PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian
berupa penawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.?

PKPU merupakan suatu proses yang diatur dalam Undang-Undang K-PKPU yang
mempunyai tujuan yang berbeda dengan permohonan kepailitan. Ketentuan mengenai
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294.
Dikatakan bahwa tujuannya berbeda karena suatu permohonan kepailitan bertujuan agar
debitur dinyatakan pailit sehingga menjadi tidak cakap dalam hukum untuk mengurus harta
kekayaannya, karena itu tindakan-tindakannya dalam bidang hukum kekayaannya diwakili
oleh pengampu (Kurator). Selain itu, PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur
saja, tetapi juga untuk kepentingan krediturnya, khususnya kreditur preferen (konkuren).**

Permohonan PKPU tidak bertujuan agar Debitur yang bersangkutan dinyatakan pailit,
tetapi agar debitur diberi kesempatan guna melunasi hutang-hutangnya dengan tetap
didampingi oleh Pengurus (Administrator) yang ditunjuk oleh Pengadilan dan di bawah
pengawasan Hakim Pengawas. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diperlukan
Kurator, tetapi Pengurus yang selalu mendampingi Debitur dalam mengurus usahanya.
Dengan diteruskannya usahanya tersebut dengan bantuan Pengurus, diharapkan agar bidang
usahanya tetap berjalan dan berkembang sehingga dapat menambah asset dan keuntungan
agar dapat dihindari adanya kepailitan.

Permohonan PKPU dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk menangkis atau
menghindari kepailitan, walaupun daya berlakunya hanyalah untuk sementara waktu, yaitu
maksimum selama 270 hari. Pada hakekatnya permohonan PKPU tidak saja menguntungkan
kepentingan debitur, (sebab debitur dapat terhindar dari kepailitan), akan tetapi juga
memberikan keuntungan bagi kepentingan pihak Kreditur.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang K-PKPU, mengatur bahwa debitur yang tidak
memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur,
termasuk kepada kreditur separatis dan kreditur preferen. Selanjutnya, dalam Pasal 222 ayat
(3) K-PKPU menentukan bahwa kreditur juga berhak untuk mengajukan penundaan

2Jamslin Purba, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Kecil Melalui PKPU Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU, Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitur, Yokyakarta : Universitas
Gadjah Mada, h. 34

ZRobinton Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000, Lebih Jauh Tentang Kepailitan, (Tinjauan Yuridis
Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit, Jakarta : Karawaci, h.
53

ZAnton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya
mencegah Kepailitan, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 50
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kewajiban pembayaran utang atas debiturnya yang diperkirakan tidak mampu membayar
utangnya, sesuai dalam Pasal 222 ayat (1) undang-undang ini.

PKPU adalah periode waktu tertentu yang diberikan oleh Undang-undang melalui
Pengadilan niaga, kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk
memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utang debitur kepada kreditur dengan
memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utang
debitur kepada debitur, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.?

Permohonan PKPU oleh debitur dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit
diajukan oleh pihak lain kepada debitur. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh debitur
pada saat permohonan pernyataan pailit debitur oleh pihak lain telah dimohonkan ke
Pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU tersebut diperiksa
pada saat yang bersamaan, maka pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang
(PKPU) harus diputus terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
oleh Munir Fuady sebagai berikut:

Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban

pembayaran utang (PKPU) oleh di debitur terpaksa dilakukan oleh debitur dengan

tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya.

Jika diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) padahal

permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabulkan PKPU dalam hal ini

PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi

hukum.?

Penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan UU PKPU dapat dibedakan
dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal PKPU

sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang

paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU sementara
ditetapkan.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Tetap.

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan
sidang menetapkan bahwa PKPU sementara putus menjadi PKPU tetap. Setelah PKPU
tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan
menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi
batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak penundaan
kewajiban pembayaran utang ditetapkan. %’

PKPU yang diajukan oleh Debitur sebagai tangkisan (counter) terhadap permohonan
pailit. Permohonan PKPU yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan, maka
pengadilan wajib mengabulkan dan memberikan waktu PKPU Sementara 45 hari, dapat
diperpanjang dengan PKPU Tetap paling lama 270 hari, termasuk 45 hari, sebagaimana
diatur dalam Pasal 228 Ayat (6) Undang-Undang K-PKPU. Apabila permohonan pailit
ditangkis (counter) dengan permohonan PKPU, maka status permohonan pailit harus ditunda
sampai perkara PKPU selesai, yaitu setelah Rencana Perdamaian diterima atau ditolak oleh
Kreditur. Jika Rencana Perdamaian diterima, maka Debitur tidak jadi pailit, sebaliknya, jika

ZMunir Fuady, 1998, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 82

2Ibid, h. 83

2’Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, Kepailitan Seri Hukum Bisnis, Jakarta : Penerbit Press, h.
116
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perdamaian ditolak, maka Debitur dinyatakan pailit. Rencana perdamaian yang diterima,

harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.

B. Mekanisme Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Masa
Pendemi COVID-19

Menurut Pasal 2 Ayat (3) POJK No.11/POJK.03/2020, salah satu syarat dalam
pelaksanaan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap debitur adalah adanya itikad baik.
Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dapat diukur dari kemauan
dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:

1. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.

2. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.

3. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

4. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan
langkah-langkah yang diberikan oleh bank.?®

Syarat selanjutnya dalam penerapan relaksasi atau restrukturisasi kredit oleh bank
terhadap debitur adalah dengan memperhatikan dua kriteria, yaitu dari aspek debitur dan
usaha debitur. Dilihat dari aspek debitur, maka debitur yang dapat diberikan relaksasi kredit
adalah debitur yang memenuhi kriteria atau ditetapkan terkena dampak Covid-19. Sedangkan
dilihat dari sektor usahanya, maka debitur yang diberikan relaksasi kredit adalah debitur yang
sektor usahanya ditetapkan terkena dampak covid-19.%

Syarat-syarat administrasi yang wajib dilengkapi oleh debitur atau UMKM pada saat
mengajukan permohonan restrukturisasi, meliputi:

1. KTP

2. Form Permohonan Restrukturisasi

3. Form Penghasilan/slip gaji

4. Form pernyataan terdampak Covid-19.%°

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, selanjutnya petugas akan mencari informasi
lebiih lanjut dengan mengadakan wawancara bersama debitur atau debitur UMKM yang akan
diberikan restrukturisasi kredit, dengan sebelum dilakukan survey pemeriksaaan setempat
(checking on the spot). Petugas melakukan relaksasi terhadap agunan pembiayaan terhadap
debitur UMKM yang mengaiukan permohonan restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan
kondisi riil keuangan nasabah.

Selanjutnya, petugas bank melakukan proses analisis terhadap permohonan
restrukturisasi kredit tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan
ketentuan masing-masing jenis pembiayaan. Selain proses analisis tersebut unit operasional
juga harus mengevaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi :

1. Analisis atau evaluasi terhadap karakter nasabah

2. Analisis atau evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan marjin/bagi hasil/ujrah

3. Analisis terhadap perkiraan kemampuan nasabah dalam pengembalian seluruh pokok
dan hasil/ujrah setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.

28Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, 2014, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Revka
Pertra Media, Surabaya, h. 100

PLihat, Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11
/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

30Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI
Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.
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4. Analisis atau evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan apakah
diperlukan restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan
dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya.

5. Analisis atau evaluasi terhadap proyeksi keberlangsungan usaha.

6. Jika dibutuhkan, bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk
melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.>!

Setelah proses analisis selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengambilan
keputusan, yakni keputusan terkait dengan persetujuan relaksasi atau restrukturisasi terhadap
debitur oleh pihak bank. Dalam hal ini, Petugas Bank akan menghubungi debitur UMKM
yang telah mencantumkan nomor telepon/WA/alamat email debitur UMKM yang aktif pada
dokumen yang telah diserahkan ke Bank, karena apabila permohonan disetujui, debitur akan
menerima informasi melalui telepon, WA, atau email. Bank melakukan akad Pembiayaan
baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha
kemampuan membayar (cash flow) nasabah. Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka
restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK
Nomor11/POJK.03/2020.

Apabila pihak bank menyetujui pelaksanaan restrukturisasi, maka debitur akan
menerim addeddum perjanjian kredit, terkait restrukturisasi dari petugas Bank. Jika debitur
menyetujui addeddum perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank, tahap berikutnya
adalah proses penadandatangan addendum PK (restrukturisasi) oleh debitur.*

C. Problema Hukum Terkait Dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh
Debitur Di Masa Pendemi Covid-19

POJK Nomor 11/POJK.03/2020, bertujuan untuk mengurangi beban dari nasabah,
khususnya debitur yang terdampak pendemi Covid-19, utamanya pelaku UMKM. POJK
tentang stimulus perekonomian nasional belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat
diketahui dari ramainya pemberitaan di berbagai media bahwa perusahaan pembiayaan
(leasing) maupun dunia perbankan tidak serta merta menerapkan POJK Nomor
11/POJK.03/2020. Hal ini bukan dikarenakan perusahaan pembiayaan maupun perbankan
yang tidak taat dan patuh pada POJK tersebut, tetapi substansi dari POJK yang sifatnya masih
multitafsir dan tidak berlaku final sebagai peraturan.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit,
antara lain :

1. Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari
sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank,
dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya
kerugian yang dapat ditolerinya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa
memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak
debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan
agunan seminimal mungkin.

2. Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang
restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur
maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta
sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.

3'Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI
Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.

32Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI
Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.

Jurnal llmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 1216



e Jurnal Imiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol 3 No. 3 Eglisi September 2021
1 Published: 28-10-2021, Pages: 1203-1222
- Dor https-‘dolore/ 1010101 /metadata v313

3. Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam
restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau
prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.*?

Problema hukum dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada dasarnya terletak pada
substansi dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020, yang belum secara jelas mengatur tentang
bagaimana cara penundaan kewajiban pembayaran utang melalui kebijakan relaksasi kredit.
Dengan aturan yang belum jelas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang melalui
kebijakan relaksasi kredit oleh bank terhadap debitur, maka dalam implementasinya menjadi
sangat multitafsir, sehingga menyebabkan kegaduhan.

Substansi hukum, tentang pelaksanaan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang diatur
dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/ 2020, tidak
menagtur secara jelas dan rinci tentang ukuran debitur yang terdampak covid-19, baik itu
dilihat dari sisi debitur sendiri maupun sektor usaha yang digeluti oleh debitur, sehingga
dalam implementasinya sangat multitafsir. Demikian pula dengan penilaian terhadap debitur
yang terdampak covid-19, sehingga layak untuk direstruktrisasi. Substansi hukum POJK
Nomor 11/POJK.03/2020, tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut.
Penilaian terhadap debitur yang layak untuk direstruktrurisasi diserahkan sepenuhnya kepada
kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank. Ketentuan yang demikian tentunya
menjadi polemik hukum bagi debitur, ketika debitur mengajukan permohonan restrukturisasi
kredit kepada bank.

Faktor lainnya yang menjadi hambatan bagi debitur dalam pengajuan permohonan
relaksasi kredit, adalah faktor struktur hukum. Struktur hukum yang dimaksudkan di sini
adalah bank, sebagai pihak yang berwenang menjalankan kebijakan yang diatur dalam POJK
Nomor 11/POJK.03/2020. Pihak bank, dalam hal melakanakan kebijakan relaksasi terhadap
debitur kurang memberikan informasi yang jelas kepada debitur. Sehingga debitur sulit
memahami tentang bagaimana sebenarnya proses relaksasi kredit yang diterapkan bagi
mereka. Sementara itu, debitur telah terlanjur memiliki persepsi bahwa mereka akan
dibebaskan dari segala kewajiban yang harus dijalakan selama pendemi covid-19. Hal ini
didasari pada konfresensi pers yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo, yang
menyatakan bahwa :

Debitur yang terkena dampak pendemi Covid-19, maka cicilan kredit atau angsurannya
akan ditangguhkan di masa pendemi Covid-19. Debitur yang berhak mendapatkan hak
istimewa untuk melakukan restrukturisasi kreditnya hanya debitur yang menggunakan
pinjaman untuk kegiatan produktif, seperti ojek online dan nelayan. Pasalnya para
pekerja dari sektor inilah yang terkena dampak langsung dari penyebaran virus corona
yang membuat mobilitas menjadi terbatas dan banyak yang kerja di rumah.>*

Faktanya tidak semua debitur mendapatkan fasilitas kemudahan kredit sebagai
pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut. Karena sesungguhnya apa yang
dinyatakan oleh Presiden Jokowi sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam POJK
Nomor 11/POJK.03/2020, sehingga kebijakan yang diambil dan ditentukan oleh masing-
masing tidaklah sesuai dengan harapan yang masyarakat sebagaimana pertanyaan presiden
Jokowi dalam konferensi persnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank terhadap
masyarakat (debitur) mengenai bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan relaksasi
yang disampaikan oleh presiden Jokowi. Akibatnya, implementasi dari kebijakan tersebut

3Iswi Hariyani, 2020, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, h. 138.

3*Monica Wareza, Saat Jokowi Bikin Heboh Bebaskan Cicilan Kredit, Faktanya?, melalui :
https://www.cnbcindonesia.com/, diakses tanggal 21 Maret 2021.
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telah menimbulkan kesimpangsiuran informasi, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di
tengah masyarakat.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan relaksasi kredit, adalah
faktor budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan.*> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum
yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum.3¢

Budaya hukum masyarakat, dalam kaitannya dengan pelaksanaan relaksasi kredit, yaitu
berkenaan dengan tidak adanya keterbukaan debitur pada saat melakukan negosiasi dengan
pihak bank. Dalam negosiasi, seringkali, debitur ingin memperoleh keringanan yang
maksimal. Sedangkan pihak bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik
dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur. Hal inilah yang terkadang
menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam proses relaksasi kredit terhadap debitur
yang terdampak pendemi Covid-19.%7

IV. KESIMPULAN

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Di Masa Pendemi Covid-19
dapat menggunakan dua instrument hukum, yaitu dengan menggunakan ketentuan POJK
Nomor 11/POJK.03/2020 atau menggunakan Undang-Undang K-PKPU. Penggunaan
kedua instrumen tersebut, masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda satu sama
lain. Dalam hal debitur menggunakan ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, debitur
dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit secara langsung kepada bank yang
bersangkutan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Sebaliknya,
jika debitur menggunakan ketentuan Undang-Undang K-PKPU, maka debitur
mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan, baik sesudah adanya permohonan pailit
atau sebelum adanya permohonan pailit dari kreditur ke pengadilan.

2. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban Pembayaran Utang di masa pendemi
Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020,
syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitur adalah bahwa debitur merupakan pihak
yang terdampak dari pendemi covid-19, yang dapat dinilai dari debitur sendiri, yakni
terpapar positif covid-19 atau pun berdasarkan penilaian dari sektor usaha yang
dilakukan debitur yang telah ditetapkan sebagai sektor usaha yang terdampak covid-19.
Jika syarat tersebut sudah dipenuhi, maka debitur harus memenuhi syarat-syarat
administrasi dalam proses pengajuan permohonan relaksasi kredit. Sedangkan
mekanisme pengajuan diajukan secara online melalui aplikasi atau email atau pun sarana
elekrtonik lainnya yang disediakan oleh pihak bank.

3. Problem hukum terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur di
masa pendemi Covid-19, masih terlalu umum dan tidak memberikan penjelasan secara
rinci tentang bagaimana mekanisme restrukturisasi bagi debitur. Khususnya mengenai

35Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali
Pers, h. 12.

3Ahmad Ali, 2009, Menguak Tabir Hukum, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 78.

3"Wawancara dengan Windi Widiastuti, Manajer Mikro BRI Kantor Cabang Banda Aceh (BSI
Indonesia), pada tanggal 13 Maret 2021.

Jurnal llmiah METADATA, Volume 3 Nomor 3 September 2021 Page | 1218



e Jurnal Imiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol 3 No. 3 Eglisi September 2021
1 Published: 28-10-2021, Pages: 1203-1222
- Dor https-‘dolore/ 1010101 /metadata v313

penilaian terhadap debitur yang layak untuk direstrukturisasi yang diserahkan
sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank, sehingga menimbulkan multitafsir
dalam pelaksanaannya. Demikian pula mengenai berbagai skema yang diterapkan
terhadap debitur dalam proses relaksasi kredit, juga diserahkan pada penilaian bank
terhadap debitur.
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